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Marriage is a bond born of spiritual between a man and a woman as husband and
wife with the aim to establish a family (household) were happy and everlasting
based on God, hence the unity and harmony of a household a happy, safe, serene
and peaceful is the desire of every people in the menage. Wholeness and harmony
of a household may be disrupted if the quality and self-control can not be
controlled, which in turn can occur domestic violence so that there will be a sense
of insecurity or injustice against people who are within the scope of the
household. So that the crimina action is an act which may be detrimental to the
community in the form of physica and non-physical. Crimina offense may be
committed by anyone, not least a member of the military or armed forces, known
as the military member is as protectors of the people. Household domestic
violence can occur in family members of the Armed Forces. Which become
problems in this study is 1.How for criminal enforcement against perpetrators of
criminal acts of domestic violence committed by the Navy? 2. What the factor is
preventing criminal enforcement against perpetrators of criminal acts of domestic
violence commited by navy?

The method used is the type of legal research normative, with specification of
research in concerto, using primary data sources and secondary, while the method
of data collection is done through interviews and literature study and field
research conducted in the Office Denpomal Lana Lampung Jalan Yos Sudarso
KM 10 long Lampung, then the data obtained is processed and presented with
descriptive qualitative analysis method

The results showed that the enforcement of criminal acts of domestic violence
committed by some individuals Navy personnel has been conducted in accordance
with the provisions of the applicable law is the Law of the Republic of Indonesia
Number 31 of 1997 on the Judiciary. As for law enforcement in crimina
enforcement against perpetrators of criminal acts of domestic violence committed
by members of the Navy is 1.Arest and calling on members of the military who
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commit criminal acts are not carried out by the Police, regulated in Law Number
31 of 1997 of Military Justice. 2. Stage investigation Bosses who Eligible Punish,
the Military Police and the Prosecuting Attorney is investigating. 3.Stage
submission of the case, in which the authority handover cases in military courts
exist in The hand Case Officers. And that hinder enforcement of criminal law
against perpetrators of criminal acts of domestic violence committed by the Navy
are factors inhibiting efforts of the police in tackling the criminal act of domestic
violence committed by members of the military were the first law enforcement is
the lack of personnel member POMAL on Denpomal Lanal Lampung. Then factor
of society, namely the lack of public attention to what is happening in the
surrounding environment.

Further forward suggested in the enforcement of criminal law against perpetrators
of pidada of domestic violence committed by members of the Navy needs to be
optimized act of mediation in the process of the investigation in accordance with
the nature of the offense in the form to a complaint, whereas in the provision of
legal protection for victims of violent crime in the home stairs and the need for
cooperation with the victim witness protection agency and other socia
institutions.

Keywords. Law Enforcement, Military, Domestic Violence.
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Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagal suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya
keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai
merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Keutuhan dan
kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak
dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga
sehingga akan timbul rasa ketidakamanan atau ketidak adilan terhadap orang yang
berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Sehingga Tindak pidana merupakan
sebuah perbuatan yang dapat merugikan masyarakat baik berupa fisik maupun
non fisik. Tindak pidana bisa dilakukan oleh siapapun, tidak terkecuali seorang
anggota militer atau ABRI, sebagaimana diketahui Anggota ABRI adalah sebagai
pelindung masyarakat. Kekerasan dalam rumah tanggapun dapat terjadi di
keluarga anggota ABRI. Yang menjadi permasalah dalam penelitian ini adalah
1.Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI AL? 2.Faktor apa
yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI AL?.

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif,
dengan spesifikasi penelitian in concerto, menggunakan sumber data primer dan
sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan
studi kepustakaan serta penditian di lapangan yang dilakukan di Kantor
Denpomal Lanal Lampung Jalan Yos Sudarso KM 10 Panjang Lampung,
selanjutnya data yang didapat diolah dan disgikan dengan metode analisis
deskriptif kualitatif.
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Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI AL telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun penegakan hukum pada
penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga yang dilakukan oleh anggota TNI AL adalah 1.Penangkapan dan
pemanggilan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana tidak
dilakukan olen POLRI, diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer. 2. Tahap penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum,
Polis Militer dan Oditur adalah penyidik. 3.Tahap penyerahan perkara, dimana
wewenang penyerahan perkara dalam lingkungan peradilan militer ada pada
Perwira Penyerah Perkara. Dan yang menghambat penegakan hukum pidana
terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan
oleh TNI AL adalah Faktor-faktor penghambat upaya kepolisian militer Angkatan
Laut dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang
dilakukan anggota militer yang pertama penegakan hukum adalah kurangnya
personil anggota POMAL pada Denpomal Lana Lampung. Kemudian faktor dari
masyarakat, yaitu kurangnya perhatian masyarakat terhadap apa yang terjadi di
lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya ke depan disarankan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI
AL perlu dioptimakan tindakan mediasi dalam proses penyidikan sesuai dengan
sifat tindak pidana yang berupa delik aduan dan perlu adanya penambahan
personil pada Denpomal Lana Lampung, perlu adanya sosilisasi dilingkup
masyarakat sedangkan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban
kegjahatan kekerasan dalam rumah tangga dan perlu adanya kerjasama dengan
lembaga perlindungan saksi korban (LPSK) dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Militer, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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MOTTO

"Apabila Allah menghendaki, maka rumah tangga yang bahagia
itu akan diberikan kecenderungan senang mempelajari ilmu-
ilmu agama, yang muda-muda menghormati yang tua-tug,
harmonis dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhang,
menyadari cacat-cacat mereka dan melakukan taubat.” (HR.

Dailami dari Abas ra)
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. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagali suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya
keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai

merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa dimana pernyataan ini dijamin oleh pasa 29 UUD 1945, dengan
demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya harus didasari oleh agama, keadaan seperti ini harus mutlak perlu
dipupuk dan ditumbuh-kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah

tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan
pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi

kekerasan dalam rumah tangga sehingga akan timbul rasa ketidakamanan atau



ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut,
yang meliputi:*
a. Suami, istri dan anak
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagaima dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,
persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga
dan/atau
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah
tangga tersebut.
Daam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga adalah :
“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelentaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga®“.
Kekerasan dalam rumah tangga yang semula dianggap dengan sebagai persoalan
internal dalam lingkup keluarga dengan mempertimbangkan akibat yang
ditimbulkan, oleh hukum telah dikriminalisasi menjadi suatu bentuk kejahatan
yang sangat serius, bukan sga kejahatan atas pribadi korban namun oleh hukum
kgjahatan dalam rumah tangga telah dimasukan sebagai sadah satu bentuk
Kegahatan/pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia Sehingga seharusnya

keluarga mendapatkan perlindungan dan ini keluarga mendapatkan perlakuan

yang tidak dinginkan.

Mengingat betapa seriusnya kejahatan ini maka kejahatan kekerasan dalam rumah

tangga yang semula mengacu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

! Pasal 2 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan K ekerasan Dalam Rumah Tangga



(KUHP) selanjutnya oleh hukum secara lex specialis telah diatur kedalam Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat
dilakukan oleh siapa sgja dengan korban siapa sgja, sehingga tidak menutup
kemungkinan kejahatan ini dilakukan oleh oknum prajurit/militer yang utamanya

sering dilakukan terhadap istri yang bersangkutan.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun prilaku
anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut
dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi ataupun
peraturan disiplin. Peraturan disiplin merupakan bentuk realisasi sikap perilaku

yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.?

Didalam tulisan ini akan dikhususkan membahas tentang kekerasan dalam rumah
tangga dilihat dari pandangan Penegakan Hukum pada Militer dan di dalam
rumah tangga prajurit TNI. Namun kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah
Tangga) di lingkungan prajurit banyak yang tidak sampai di Peradilan Umum
karena masih kentalnya kekuatan Hukum Militer dimana Ankum langsung dari

prajurit masih memegang kekuasaan untuk memutuskan.

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan
hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Berproses dimeja hijau dilakukan oleh
peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan
militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang

sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika

2 Deni Achmad dan Eko Raharjo. Hukum Peradilan Militer. Bandar Lampung: Justice Publisher.
2014. him. 71



dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan
anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun
berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara
pidana dan acara perdata, prbedaanya hanya karena adanya tugas dan kewajiban
yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang
berhubungan dengan pertahanan negara.® Dijelaskan dalam Undang- undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat (1):
“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,
memepertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara”.
Selanjutnya untuk setiap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin
militer dapat dikenai sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin.
Pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi 2 (dud) jenis, yaitu:
pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
Pelanggaran hukum disiplin murni adalah setigp perbuatan yang bukan tindak
pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan
atau perbuatan yang tidak sesua dengan tata kehidupan praurit. Sedangkan
pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan
tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara

hukum disiplin militer.

Mengenai sigpa yang berhak menghukum prajurit yang melakukan pelanggaran

hukum disiplin dapat dilakukan oleh setiap atassan prajurit, yaitu hanya sebatas

% Moch Faisal Salam, Peraadilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1994, him. 15



tindakan disiplin, sedangkan untuk hukuman disiplin yang berwenang
menjatuhkan adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang berwenang

penuh.*

Penergpan hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara
pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer sebaga hukum formal. Hukum pidana militer memuat
peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam
hukum pidana militer atau orang-orang tertentu yang oleh peraturan ditunjukkan

padanya. Dalam Pasal 1 KUHPM:

“Untuk penerapan kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan
pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari buku pertama Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-peyimpangan

yang ditetapkan dengan Undang-undang”.

Maksudnya dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana
umum tidak berlaku pada militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik
hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.” Pada dasarnya hukum
pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang
tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau
merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana

terhadap pelanggarannya. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang

*Ibid. im 73
® Moch Faisal Salam, Op.Cit., him. 27



mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan
yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan Undang-undang

dipersamakan dengan prajurit TNI.

Menitikberatkan pada uraian tersebut diatas anggota militer yang melakukan
tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadapnya akan dijatuhi sanks
pidana sesuai yang diatur dalam Undan-undang No 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga pada pasal 44 ayat (1) dapat dipidana penjara atau denda, akan tetapi
didalam militer tidak berlaku pidana penjara ataupun denda sistem yang berlaku
dilingkungan militer tidaklah sama dengan yang diterapkan pada pengguna
masyarakat, dan hal tersebut mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor
Kep/ 22/ VI11/ 2005, tanggal 10 Agustus 2005, tentang Peraturan Disiplin Prajurit
TNI Anggota militer karena Peraturan tersebut yang tertinggi di kemiliteran, yang

berlaku khusus bagi anggota militer.

Adapun ancaman hukumannya adalah sanks administrasi yaitu penundaan
pangkat dan pemberhentian secara tidak hormat. Apabila terbukti melakukan
tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk pidana tambahan yang
berupa pemecatan dari dines militer atau penurunan atau penundaan pangkat
tentunya diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana tambahan ini
murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi
anggota militer yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana yang tidak

dibarengi dengan penundaan pangkat pada dasarnya lebih merupakan suatu



tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau
pembalsan. Bagi militer yang tidak dipecat setelah menjalani pidananya dia akan
diaktifkan kembali dalam dines militer. Selain sanks pidana terhadap anggota
militer yang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat pula dikenai
sanksi administratif. Sanksi Administratif ini dapat berupa penundaan kenaikan
pangkat, tidak dapat melanjutkan pendidikan, sulit untuk menduduki jabatan

tertentu.

Sebagai contoh kasus Kelasi Kepala Tata Usaha (KIk Ttu) Teguh Tri Priyandoko
Tersangka yang telah melakukan KDRT yaitu melakukan penelantaran terhadap
istrinya yang bernama Umi Y ati sebagaimana terdakwa tidak memberikan nafkah
lahir batin terhadap istri yaitu Umi Yati sgak bulan Juli 2009 dan tidak memberi
nafkah lahir terhadap anaknya sgjak bulan Oktober 2009 sampai dengan istri
terdakwa melaporkan terdakwa ke Denpomal Lanal Lampung pada tanggal 3
Januari 2011, sehingga telah merasa ditelantarkan oleh terdakwa. Terdakwa
melanggar Pasal 49 dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun penjara atau
denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bila terbukti
menelantarkan keluarga dalam lingkup rumah tangganya. Memperhatikan |atar
belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas dan
mengambil judul skripsi: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Y ang Dilakukan Oleh Anggota TNI AL

(Studi Putusan: PUT/153-K/PM [-04/AL/X1/2011)”.



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang msalah diatas maka penulis

merumuskan masal ah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak
pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI
AL?

2. Faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap
pelaku tindak pidana K ekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan

oleh TNI AL?

2. RuangLingkup
Penulisan skripsi ini agar tidak menyimpang dan sesuai dengan perumusan
masalah yang akan dibahas dan tidak terjadi pengertian yang kabur karena
ruang lingkupnya sangat luas maka perlu adanya pembatasan masalah.
Penelitian ini akan dibatas pada proses penegakan tindak pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pelakunya anggota militer

Angkatan Laut di Denpomal Lanal Lampung pada tahun 2015-2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Agar penelitian mencapa sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat
serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan penelitian ini
merumusakan tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI AL.



2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana
terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

dilakukan oleh TNI AL.

2. Kegunaan Pendlitian
Agar hasil dari kegiatan penelitian yang dicapal tidak sia-sia, maka setiap
penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar besarnya adapun

kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penditian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembgangan disiplin ilmu
pada hukum khususnya pada hukum militer khususnya.
b. Hasil pendlitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan
pengetahuan penelaah ilmiah serta menambah literatur atau bahan
informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan

penulisan ilmiah bidang hukum yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
a. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap
civitas akademis Universitas Lampung dan masyarakat umum,
khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah skipsi
ini.
b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebgai bahan acuan dan

sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses
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penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga yang dilakukan TNI AL.

D. Kerangka Teoritisdan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, asas
keterangan sebagal dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan
dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.® Pada
permasalahan yang akan dibahas mengena penegakan hukum pidana dan dasar
pertimbangan korban terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana
Untuk kalangan militer selain hukum yang bersifat umum (lex generalis) juga
diberlakukan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) hukum pidana umum
merupakan lex generalis, berlakunya hukum pidana umum bagi kalangan militer
yang didasari oleh Pasal 130 KUHP dan Pasal 1 dan Pasa 2 KUHPM yang
menyatakan dengan tegas adanya hubungan antara Kitab Undang-undang Hukum
Pidana Militer (KUHPM) dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).”
Adapun proses penegakan hukum pada militer terdapat pada Undang-Undang No
31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer:
1. Atasan yang berhak menghukum (Ankum) adalah atasan langsung yang
mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin - menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang

mel akukan penyidikan berdasarkan Undang-undang.

® Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Abadi, 1982,
him. 17
" Tri Andrisman, Op.Cit, him. 34
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2. Perwira penyerah perkara (Papera) adalah perwira yang boleh atau atas dasar
Undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara
pidana yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
yang berada dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau
disdlesaikan diluar pengadilan dalam lingkunga peradilan militer atau
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

3. Penyidik angkatan bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, pejabat Polisi Militer
tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini
untuk melakukan penyidikan.

4. Delik aduan (klacht delict) adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika
diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya
pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang
dirugikan.

5. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh
penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas pertintah atasan yang
berhak menghukukm, perwira penyerah perkara atau Hakim Ketua atau Kepala
Pengadilan dengan keputusan/penetapannya dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Undang-undang.

6. Penyerahan Perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk
menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenan,
dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dadlam hal dan menurut cara

yang diatur dalam Undang-undang.
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7. Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang
karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti pemulaan patut

diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pel aksanaan tahap penyidikan dijalankan oleh 3 (tiga) lembaga yaitu Atasan Y ang
Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur Militer, namun demikian
berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (a) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur bahwa kewenangan
penyidikan yang dimiliki oleh Ankum pelaksanaan dilakukan oleh Polisi Militer
dan Oditur Militer. Dalam prakteknya fungsi penyidikan dilaksanakan oleh Polisi
Militer karena dalam kenyataannya Oditur Militer lebih menjalankan fungsinya

sebagai Lembaga Penuntut.

Jika pada anggota militer yang melanggar hukum disiplin militer proses
penegakan hukum disiplin militer dilakukan dengan adanya Pemeriksaan
diantaranya pasal 32 Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin
Militer:

a  Ankum;

b. perwiraatau bintara yang mendapat perintah dari Ankum; atau

C. pgabat lain yang berwenang.

Pasal 33 Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer:
(1) Pemeriksa melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka dan saksi, serta

mengumpulkan barang bukti.
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(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan segera,
setelah Ankum mengetahui atau menerima laporan terjadinya Pelanggaran
Hukum Disiplin Militer.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memperoleh fakta kegadian yang sebenarnya sehingga dapat diambil

keputusan secara tepat, objektif, dan adil.

Pasal 34 Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer:

(1) Pemeriksa memanggil secara tertulis Militer yang disangka melakukan
Pelanggaran Hukum Disiplin - Militer dan saksi untuk dilakukan
Pemeriksaan.

(2) Dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa
berwenang meminta keterangan para saksi, Tersangka, dan
mengumpulkan barang bukti.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanggilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 35 Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer:
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan secara
langsung tanpa kekerasan.
(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
berita acara Pemeriksaan.
(3) Berita acara Pemeriksaan dan berita acara penyitaan barang bukti

disatukan dalam berkas perkara.
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Faktor penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh
petugas penegakan hukum dan setigp orang yang mempunya kepentingan
dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku.
Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang
menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah perilaku nyata manusia.
Menurut Soerjono Soekanto® yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum, yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri
b. Faktor penegak hukum, vyaitu pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum
d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan

e. Faktor kebudayaan

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan anatara konsep-
konsep khusus yang menjadi kumpulan yang menjadi arti-arti yang berkaitan
dengan istilah yang ingin atau akan diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun
normatif. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman
dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian

pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan

¥ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2011, him. 8

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986,
him 132
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batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapaistilah. Batasan pengertian

istilah dalam penulisan ini adal ah:

a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian
nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan
perdamaian pergaulan hidup.™

b. Hukum Pidana adalah aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana,
pertanggungjawaban pidana dan pidanaTindak pidana adalah perbuatan yang
dilakukan setigp orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat
melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.™

c. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang
bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak
sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan
suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan
unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah
keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri
atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

d. Kekerasan daam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Ayat (1) Undang-

19 udarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, him 112
" Ibid, him 25
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undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

e. Tentara Nasiona Indonesia Angkatan Laut adalah salah satu cabang angkatan
perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang

bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini agar penulisan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan

mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis

besar mengenai urutan penulisan. Sistematika dalam penulisan ini yaitu:

I. PENDAHULUAN
Merupakan bab yang mengemukakan tentang latar belakang, perumusan
permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka
teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA
Merupakan bab yang mengemukakan tentang pengertian hukum pidana dan
tindak pidana, pengertian militer, sgjarah militer, pengertian hukum pidana
militer dan tindak pidana militer, pengertian kekerasan dalam rumah tangga
dan penegakan hukum pada militer.

1. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah mengenai metode yang dipakai

dalam penelitian, adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan

masalah, sumber data dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolahan

data serta analisis data.
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V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini berisikan pembahasan dari permasalahan dan hasil penelitian yaitu
mengenai proses penegakan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga yang dilakukan oleh TNI AL yang tidak sampai ke ranah
pengadilan umum pasa biasanya tetapi pada pengadilan militer.

V. PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran-saran

mengenai permasal ahan yang dibahas



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosid menjadi kenyataan. Jadi penegakan
hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum
adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma -norma
hukum secara nyata sebaga pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan
konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan
hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.*> Menurut Soerjono
Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nila yang mantap dan
mengejewantah dan sikap tindak sebagal rangkaian penjabaran nilai tahap akhir
untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup.

2 Dellyana,Shant.Konsep Penegakan Hukum. Y ogyakarta: Liberty,1988. him . 32
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Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik
sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan
daam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam
mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.®

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan
penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan
sosia, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk
mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya
penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat
keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para
penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensiona , tetapi menjadi tugas
dari setigp orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik

pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:'*

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
Daam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum
dalam setiap hubungan hukum. Siapa sgja yang menjalankan aturan normative
atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri
pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau

menegakkan aturan hukum.

B 1bid, him. 33
“Ibid, him .34
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Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu

aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
Daam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan
yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan
yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu

hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.™

B. Pengertian Tindak Pidana K ekerasan Dalam Rumah Tangga

Membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga, mengingatkan kita pada
gambaran dan fenomena istri yang teraniaya atau terlantar karena tindakan suami
yang sewenang-wenang. Pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga
merupakan suatu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini
merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Dalam
konsep, domestic violence cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai
bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh
orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh
teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar
anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di
luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan

adal ah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum,

15 digilib.unila.ac.id/3892/11/BAB%20I 1 .pdf, diakses tanggal 20 September 2015
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di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang kita kenal di

Indonesia sebagai K ekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).*

1. Lingkup Rumah Tangga

Yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-undang No 23

Tahun 20014 tentang Penghapusan K ekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

a

b.

suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagaimana dise-butkan di atas karena hubungan darah, perkawinan
(misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan
perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah
tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga

yang bersang-kutan (Pasal 2 (2)).

2. Asas Penghapusan K ekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 3)

a

b.

penghormatan hak asasi manusia;

keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan di mana perempuan
dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang
sama untuk mewu-judkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi
keutuhan dan kel angsu-ngan rumah tangga secara proporsional.
nondiskriminasi; dan

perlindungan korban.

'® Mudjiati,S.H, Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem
Hukum Yang Responsif Gender, http//djpp.depkumham.go.id/hukum pidana/85
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3. Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 4)
a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

4. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Ratna Batara Murti’’, bentuk-bentuk kajahatan/tindak pidana

K ekerasan Dalam Rumah Tangga dijel askan sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik (Pshysteal abous) Setiap perbuatan yang mengakibatkan
sakit, misanya memukul, melempar, menggigit, menendang,
membenturkan kepala ke tembok dan lain-lain.

b. Kekerasan Psikis dan emosi (Pshycological mobionale abous) kekerasan
psikis iadah saah satu bentuk kekerasan domestik yang dapat
mengakibatkan menurunnya harga diri seseorang misalnya menampakkan
rasa takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menculik,
menyekap, menghina, berbicara keras dengan ancaman.

c. Kekerasan ekonomi (economic abous), setiap perbuatan misanya
berupatidak memberikan nafkah sedlama  perkawinan/membatasi
nafkahsekehendak suami, membiarkan isteri siang maam bekerja,
membuatisteri tergantung beban ekonominya.

d. Kekerasan seksua (sexual abous) yakni setiap perbuatan yang ditujukan

kepada tubuh / seksualitas seseorang dengan tujuan merendahkan martabat

17 Ratna Batara Munti, Advokasi Legidatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah dan Draf RUU
KDRT, LBH Apik, seri I, Jakarta, 2000, him. 36
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dan integritas misalnya memaksa melakukan hubungan seksual, mendesak
hubungan seksual setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat
berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang
untuk melakukan hubungan seks, memaksa hubungan seks dengan orang
lain dan lain-lain.

e. Gabungan kekerasan fisik dan psikologi, ekonomi dan sexual.

Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang
bersangku-tan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran
juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau
di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo

Pasdl 9).

5. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 10)

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepoli-sian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,

C. penanganan secara khusus berkaitan de-ngan kerahasiaan korban;

d. pendampingan oleh pekerja sosia dan bantuan hukum pada setiap tingkat
proses pemeriksaan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan
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e. pelayanan bimbingan rohani.

C. Berlakunya Hukum Pidana di Lingkungan Militer

Dihadapan hukum semuanya adalah sama atau setara (equality before the law).
Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat
yang menyatakan warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintah tidak ada pengecualian. Sebagali warga negara anggota militer sama
dengan warga negara lainnya di mata hukum. Sebaliknya hukum yang berlaku
bagi masyarakat sipil juga berlaku bagi militer, sehingga militer dapat menjadi
dua subjek tindak pidana sekaligus, seorang militer pada dasarnyatermasuk dalam
dua subjek tindak pidana yaitu subjek tindak pidana umum dan subjek tindak
pidana militer. Untuk kalangan militer selain hukum yang bersifat umum (lex
generalis) juga diberlakukan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) hukum
pidana umum merupakan lex generalis, berlakunya hukum pidana umum bagi
kalangan militer yang didasari oleh Pasal 130 KUHP dan Pasal 1 dan Pasal 2
KUHPM yang menyatakan dengan tegas adanya hubungan antara KUHPM

dengan KUHP.'®

Pasal 1 KUHPM isinya sebagai berikut:
“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan
hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab
Undang-unang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan

yang diterapkan dengan undang-undang”.

8 Tri Andrisman, Op.Cit, him. 34
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Pasal 2 KUHPM isinya sebagai berikut:

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini
yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan
peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada

penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

D. Penegakan Hukum Pada Milter

Untuk setiap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disipilin militer dapat
dikenai sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin. Pelanggaran
hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjdi dua jenis, yaitu: pelanggaran
hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni (pasal 5 dan 6

Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer).

Pelanggaran hukum disiplin murni adalah setigp perbuatan yang bukan tindak
pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan
atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Sedangkan
pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan
tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara

hukum disiplin militer.

Mengena sigpa yang berhak menghukum Prajurit yang melakukan pelanggaran
hukum disiplin dapat dilakukan oleh setiap atasan Prajurit, yaitu hanya sebatas
tindakan disiplin, sedangkan untuuk hukuman disipilin yang berwenang

menjatuhkan adalah Ankum yang berwenang penuh ( Pasal 20 Undang-undang
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No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam UU Disiplin Militer
Ankum dibedakan menjadi:

a.  Ankum berwenang penuh;

b. Ankum berwenang terbatas; dan

c. Ankum berwenang sangat terbatas (Pasal 20 Undang-undang No 25

Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer).

Ankum berwenang penuh mempunnyai wewenang untuk menjatuhkan semua
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 21 kepada setiap Prajurit
yang berada di bawah wewenang komandonya. Ankum berwenang terbatas
mempunyao wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud Pasal 21 kepada setiap Prgurit yang berada dibawah
wewenang komandonya, kecuali terhadap Perwira. Ankum berwenang sangat
terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua hukuman disiplin
teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada
dibawah wewenang komandonya (pasal 21 Undang-undang No 25 Tahun 2014

tentang Hukum Disiplin Militer).*

E. Sanks Bagi Prajurit Yang Melanggar Hukum Disiplin Militer

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin
Militer, Prajurit yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum disiplin
dapat dikenakan tindakan dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin diatur
dalam Pasal 26 Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin

Militer sebagai berikut:

19 Deni Achmad dan Eko Raharjo, Op.Cit, him. 73-74
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(1) Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin Militer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terhadap setiap Bawahan yang melakukan
Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

(2) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
seketika oleh setigp Atasan kepada Bawahan berupa tindakan fisik dan/atau
teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran
Hukum Disiplin Militer.

(3) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin

Militer.

Y ang dimaksud Atasan adalah setiap Prajurit ABRI yang karena pangkat dan/atau
jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Prgjurit ABRI yang lain (Pasal 1
angka 9 Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer). Jadi
dalam penegakan hukum disiplin prajurit setigp atasan berhak menjatuhkan
tindakan disiplin prajurit. Tindakan yang dilakukan terhadap Prajurit yang

mel akukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi:

1. Tindakan fisik, dan/atau teguran lisan.
Mengenai Hukuman Disiplin diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No 25 Tahun
2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut:
Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:
a Teguran;
b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau

c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
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Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum

Disiplin Militer diatur pemberatan hukuman disiplin sebagai berikut:

(1). Daam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf ¢ dapat diperberat dengan
tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2). Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. negara dalam keadaan bahaya;

b. dalam kegiatan operasi militer;

c. dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau

d. militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam
tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin

Militer.?°

2 |bid, him 74-76



[11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif
yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan berpedoman pada bahan-bahan
yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan
hukum, ketentuan lain, literatur-literatur ilmu hukum serta dokumentasi yang
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yang berhubungan dengan
pokok bahsan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yuridis empiris
dilakukan untuk mempelgjari hukum dalam kenyataan baik yang berupa penilaian,
perilaku, pendapat, dan sikap dengan mengadakan penelitian lapangan terhadap
pelaksanaan proses penegakan hukum perkara militer. Pendekatan ini bertujuan
memperoleh data murni yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam

skripsi ini.

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data penulis yang digunakan dalam penelitian ini adal ah:

1. Sumber Data Primer
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Data Primer adalah sumber data yang secara langsung diperleh dari lapangan,
dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti dalam hal ini
adalah keterangan dari penyidik dan Ankum pada DENPOMAL LANAL

Lampung.

. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung data

primer yaitu buku-buku, dokumen, mgalah, kamus dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang dapat melengkapi sumber data primer dan sesuai
dengan pokok bahasan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat, seperti Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang
Hukum Peradilan Militer, Undang-undang No 25 tahun 2014 tentang
Hukum Disiplin Militer, Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Militer.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami
bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hasil karya ahli-ahli hukum
yang berkaitan dengan kemiliteran.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi,
petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder, yaitu kamus
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C. Responden Pendlitian

Daam penélitian ini, data diperoleh dari para informan atau responden yang akan
memberikan informasi secara terperinci mengenai poko permasalahan yang
diteliti. Penentuan informan atau responden penelitian tidak dilakukan secara
terperinci mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Melainkan ditetapkan
secara bertujuan (purposive) dengan menggunakan beberapa pertimbangan

tertentu.

Dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 2 orang, yaitu:
1. Penyidik pada DENPOMAL LANAL Lampung 1 orang
2. Kaur Gakkum pada DENPOMAL LANAL Lampung 1 orang

Jumlah 2 orang

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang penulisan gunakan adal ah:

a. Studi lapangan
Studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara
mengumpulkan data primer yaitu dilakukan dengan menggunakan
metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengadakan tanya jawab
secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan yang mengenai

proses penyidikan dan mengapa dijatuhi penjatuhan hukum administratif.
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b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum
yang bersal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas
serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.** Merupakan suatu
teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca,
mempelgjari dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta hasil pendlitian terdahulu yang

berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul baik data dari studi kepustakaan

maupun studi lapangan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan

pengol ahan data-data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti secara selektif untuk
menjamin kelengkapan data-data tersebut sehingga didapatkan data yang
akurat, selektif dan relevan.

b. Evaluas, yaitu dengan melakukan perbaikan jika ada data yang keliru dan
salah, menambah dan melengkapi data-data yang kurang serta
mengidentifikasi apakah data yang diperoleh sudah lengkap dan sesuai
dengan masalah yang diteliti.

c. Sistematisas data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan
menguraikan data kemudian mendeskripsikannya agar dapat ditarik suatu

kesimpulan.

! Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,
him. 81
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E. AnalissData

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Setelah data yang diperoleh dari
lapangan diolah dan disusun, data akan di analisis dengan menggunakan teknik
analisis kualitatif. Pada penulisan skripsi ini penulisis menganalisis data yang
diperoleh secara kualitatif, dimana dilakukan dengan cara penyajian dalam bentuk
uraian kalimat-kalimat secara sistematis atau menggambarkan tanggapan
responden terhadap segi hukum dalam proses penegakan hukum perkara pidana
yang dilakukan oleh militer, sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap

tentang masalah yang diteliti.

Anadisis kuaitatif digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu uraian
deskriftif, yaitu untuk memperoleh persamaan, perbedaan dan geaa-gejaa
tertentu dalam rangka menjawab permasalahan yang ada yang diperoleh melalui

observas atau wawancara, sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.



V.PENUTUP

A.Simpulan
Berdasarkan hasil uraian-uraian dari penelitian dan pembahasan yang telah
dikemukakan sebelumnya, dapat dapat ditarik kesimpulan antaralain:
1. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer
a) Penangkapan dan pemanggilan terhadap anggota militer yang melakukan
tindak pidana tidak dilakukan oleh POLRI, karena kewenangan terhadap
anggota militer yang melakukan tindak pidana ada pada Polisi Militer
dan diatur daam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang
Peradilan Militer.
b) Tahap penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan
Oditur adalah penyidik. Namun kewenangnan penyidikan yang ada pada
Atasan yang Berhak Mneghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi
dilakukan oleh penyidik Polisi Militer dan Oditur.
c) Tahap penyerahan perkara, dimana wewenang penyerahan perkara dalam
lingkungan peradilan militer ada pada Perwira Penyerah Perkara. Dalam
Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap

penyerahan perkara dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur.

2. Faktor-faktor penghambat upaya Denpoma Lana Lampung daam

menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang
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dilakukan anggota militer yang pertama adalah kurangnya personil POMAL
pada Denpomal Lanal Lampung sehingga dalam penyelesaian kasus tindak
pidana terkadang lama karena banyaknya kasus yang masuk dalam perkara
pelanggaran pidana. Faktor dari masyarakat, yaitu kurangnya perhatian
masyarakat terhadap apa yang terjadi di sekitarnya dikarnakan takut akan

adanya ancaman dari anggota militer.

B. Saran

a. Perlu dioptimalkan tindakan mediasi dalam proses penyidikan tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan sifat tindak pidana
yang berupa delik aduan, sehingga penggunaan hukum pidana merupakan
sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara, sesuai dengan fungsi
hukum pidana sebagai “ ultimum remidium “. Perlu adanya penambahan
personil pada Denpomal Lanal Lampung dan perlu adanya sosialisasi pada
masyarakat.

b. Perlu adanya kerjasama dalam perlindungan korban kejahatan kekerasan
dalam rumah tangga dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK)

dan lembaga-lembaga sosial lainnya.
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